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Pemohon : Martinus Wagi, S.P dan Isak Bangri, SE  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven 
Digoel Nomor Urut 3) 

 

Termohon 
 

: 
 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel 
 

Jenis Perkara 
 

: 
 

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 
Tahun 2020. 

 

Amar Putusan 
 

: 
 

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya 

Tanggal Putusan : Senin, 22 Maret 2021 

 
Ikhtisar Putusan :  
 
 Martinus Wagi, S.P dan Isak Bangri, SE. adalah Pasangan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor Urut 3, Peserta Pemilihan Kabupaten 

Boven Digoel 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Boven Digoel Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Penetapan 

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven 

Digoel  Tahun 2020 tertanggal 28 November 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 

Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. 

 Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil 

Pemilihan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU 

Kabupaten Boven Digoel pada 3 Januari 2021, pukul 18.51 WIT berdasarkan 

Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor:1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I 

/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021. 

Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Boven Digoel Tahun 2020. 



2 
 

 Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, “perkara perselisihan penetapan 

perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai  dibentuknya badan 

peradilan khusus”. Oleh karena objek permohonan Pemohon adalah mengenai 

pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor:1/PL.02.06-

Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 

sebagaimana diumumkan pada tanggal 3 Januari 2021, Mahkamah berwenang 

mengadili permohonan.  

 Terkait dengan  tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) 

UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan 

hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung 

sejak KPU Kabupaten Boven Digoel (Termohon) mengumumkan penetapan hasil 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.  

 Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel  Nomor: 

1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 

pada hari minggu, tanggal 3 Januari 2020, pukul 18.51 WIT. Dengan demikian batas 

waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan tanggal 6 

Januari pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke 

Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, pukul 07.29 WIB berdasarkan 

Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136/PAN.MK/AP3/01/2021 tanggal 6 

Januari 2021, maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

 Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, 

menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan 

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, 

menyatakan, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah 

Pemohon”; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, 

menyatakan, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah 

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil 

Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”. 

 Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan “Peserta 

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat 

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan 

ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua 

ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika 
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terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah 

hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”. 

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Tahun 2020 Direktorat 

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik 

Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Boven Digoel adalah 63.562  

jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan 

calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan 

hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 adalah paling 

banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang 

ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel. Perolehan suara Pemohon adalah 

9.156 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih 

suara terbanyak) adalah 16.319 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara 

Pemohon dan Pihak Terkait adalah (16.319 suara – 9.156 suara) = 7.163 suara 

(23,2%) atau lebih dari 617 suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara 

Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan 

dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.  

Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) 

huruf a UU 10/2016, setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, 

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu 

Kabupaten Boven Digoel beserta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing 

pihak, serta fakta persidangan, Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan 

persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor 

Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Mahkamah 

berkesimpulan bahwa dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas 

nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara 

sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven 

Digoel No. 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi 

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven 

Digoel Tahun 2020 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan 

ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Untuk itu, eksepsi Termohon 

dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum 

karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak 

relevan sehingga harus dikesampingkan. 

 Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan 

permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel) karena 

mencampuradukkan objek perkara antara perkara hasil perolehan suara dengan 

perkara pemilihan yang bersifat administratif yakni syarat pencalonan Pihak Terkait 

sebagai peserta Pemilihan. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama 

substansi permohonan Pemohon ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-

hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan a 

quo (posita), sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari 

permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan 
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permohonan tidak jelas/kabur (obscuur libel) tidak beralasan menurut hukum. 

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. 

 Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan Termohon dan Pihak 

Terkait telah melakukan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan 

masif dalam meloloskan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., sebagai calon Bupati, sehingga 

memengaruhi perolehan suara Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Boven Digoel Tahun 2020. Padahal Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., merupakan seorang 

mantan terpidana yang masih belum memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 

5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan 

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan 

Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020.  

 Bahwa berdasarkan rangkaian fakta dan hukum terkait dengan pencalonan 

Pihak Terkait, khususnya Yusak Yalowo, S.H., M.Si, menurut Mahkamah yang 

menjadi persoalan dalam perkara a quo adalah karena adanya perbedaan pendapat 

atau penafsiran antara KPU RI beserta jajaran di bawahnya sebagai pelaksana 

pemilihan dengan pengawas pemilihan yaitu Bawaslu RI beserta jajaran di 

bawahnya terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 

sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-

XVII/2019, kemudian pelaksanaannya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat 

(2a) PKPU 1/2020. Terkait dengan kapan dimulainya penghitungan jangka waktu 

(masa jeda) 5 tahun bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam 

pemilihan kepala daerah. Dalam kaitan ini, KPU RI berpatokan pada sejak mantan 

terpidana tersebut telah selesai menjalani pidana penjara dan orang yang 

bersangkutan sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif 

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan 

hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana 

kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 

7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Sedangkan Bawaslu RI berpatokan pada terminologi 

“mantan narapidana” bukan mantan terpidana. Sehingga, menurut Bawaslu mantan 

narapidana adalah seseorang yang tidak lagi menjalani pidana penjara di dalam 

lembaga pemasyarakatan. Oleh karenanya, menurut Bawaslu seseorang yang 

mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di 

dalam lembaga pemasyarakatan, maka dikategorikan sebagai mantan narapidana. 

Dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau tafsir maka demi kepastian hukum, 

penting bagi Mahkamah untuk memberikan kejelasan terkait dengan perbedaan 

pendapat atau tafsir di antara penyelenggara pemilihan karena hal ini akan sangat 

berpotensi terjadi lagi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang akan datang. 

 Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 56/PUU-XVII/2019, tujuan dari penyelenggaran pemilihan kepala daerah 

adalah untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Untuk 

mencapai hal tersebut maka calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana 

harus diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) 
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di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa 

pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi 

baik dan teruji. Adanya masa jeda tersebut sekaligus memberikan kesempatan lebih 

lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah 

dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada tatanan 

nilai-nilai kehidupan yang tidak melanggar hukum. Dalam pemilihan kepala daerah 

sebagai bagian dari penerapan tatanan kehidupan berdemokrasi, maka diperlukan 

kehadiran pemimpin yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itulah calon kepala 

daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu atau ada 

masa jeda selama 5 (lima) tahun setelah tidak lagi berstatus sebagai terpidana 

untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah. 

 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, 

penggunaan kata “penjara” pada amar putusan a quo, dimaksudkan Mahkamah 

agar tidak terjadi penafsiran lain dengan jenis pidana lain, mengingat dalam Pasal 

10 KUHP tidak hanya terdapat satu jenis pidana. Mahkamah hanya menegaskan 

pada 1 (satu) jenis pidana yaitu pidana penjara, sehingga dalam amar putusannya 

Mahkamah menyebutkan pidana penjara, karena jika Mahkamah dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 hanya menyebutkan “pidana” saja 

maka akan berpotensi menimbulkan penafsiran pidana pokok lain yaitu pidana mati, 

pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Bahkan dapat pula ditafsirkan 

pada pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan 

barangbarang tertentu, dan pengumuman putusan hakim,  sehingga frasa “pidana 

penjara” dipilih karena memang putusan tersebut ditujukan kepada orang yang 

menjalani pidana penjara yang melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 5 

(lima) tahun, bukan jenis pidana lain yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP. 

 Oleh karena itu, melalui putusan ini pula Mahkamah perlu menegaskan 

kembali bahwa “selesai menjalani pidana penjara” yang dimaksud pada Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang 

telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata 

lain, bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga 

pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga 

pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis 

atau tata cara menjalani pidananya. Dengan demikian, bagi narapidana yang 

diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga 

pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana 

namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus sebagai terpidana. Sama 

halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan, meskipun 

secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga 

pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan 

tersebut habis sebagaimana amar putusan hakim. 

 Menimbang bahwa oleh karena penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati Boven Digoel Nomor Urut 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur 

maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel 
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Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 

Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 haruslah dinyatakan batal. Berdasarkan 

pertimbangan hukum di atas dan pertimbangan untuk menghadirkan pemimpin yang 

bersih, jujur, dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 

yang bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam 

penetapan pasangan calon bagi mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Boven Digoel, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan 

pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon Bupati 

dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 karena tidak memenuhi syarat pencalonan. 

Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi:  

 Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.  

Dalam Pokok Permohonan:  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Boven Digoel No. 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021; 

3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak 

Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK yang ditetapkan 

berdasarkan  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 

19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 bertanggal 23 September 2020 dan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 

34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 11 Desember 2020 

sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel; 

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan 

pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa 

mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob 

Weremba, S.PAK dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari 

kerja sejak putusan ini diucapkan; 

5. Memerintahkan KPU RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap 

KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel dalam rangka 

pelaksanaan amar putusan ini; 

6. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi dan 

koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Boven Digoel dalam 

rangka pelaksanaan amar putusan ini; 

7. Memerintahkan kepada Polri beserta jajarannya, khususnya Polda Provinsi 

Papua dan Polres Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pengamanan 

proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel 

sesuai dengan kewenangannya; 

8.  Memerintahkan kepada TNI beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah 

Militer (Kodam) XVII Cenderawasih untuk membantu pengamanan. 


